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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 
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 k ك kh خ
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 m م ż ذ
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Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba =كَـتتََ 
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 yażhabu =يذَْهتَُ 

 qāla =قبَلَ 

 qīla =قيِْلَ 

وْلُ يقَُ  = yaqūlu 

 kaifa =كَيْفَ 
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ABSTRAK 

 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu 

kebijakan bantuan sosial pemerintah masih menghadapi berbagai 

permasalahan, khususnya terkait dugaan implementasi pasal 2 Peraturan 

Menteri Republik Indonesia tentang program keluarga harapan di 

Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur , Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat di tingkat 

kelurahan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji PKH 

secara deskriptif-administratif, sehingga belum banyak yang menelaahnya 

dari perspektif normatif berbasis fiqh siyasah tanfidziyah dalam menilai 

kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis 

empiris untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip 

keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah 

menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di 

Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah. Secara 

teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial 

RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran 

penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta 

program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa 

bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat 

waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkanMetode Penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui 

wawancara mendalam kepada Aparat kelurahan, Pendamping PKH, serta 

masyarakat penerima dan bukan penerima manfaat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga 

harapan belum berjalan sepenuhnya,  ditandai dengan adanya inclusion 

error dan exclusion error, di mana terdapat keluarga mampu yang masih 

menerima bantuan, sementara keluarga miskin belum terdaftar meskipun 

memenuhi kriteria. Permasalahan ini disebabkan oleh lambatnya 

pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta 

keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan 

validasi data. Secara normatif, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam 

penyelenggaraan  siyasah tanfidziyah. 

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan1, Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah2, Implementasi Kebijakan Sosial3.  
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Family Hope Program (PKH) as a government 
social assistance policy still faces various challenges, particularly in 

terms of targeting accuracy and equitable distribution of benefits at the 

village level. Previous studies have predominantly examined PKH from a 
descriptive-administrative perspective, with limited attention to normative 

analysis based on fiqh siyasah tanfidziyah in assessing its alignment with 
the principles of Islamic governance. Therefore, this study integrates 

empirical and normative approaches to evaluate policy implementation 

based on the principles of justice (adl), trust (amanah), and public 
welfare (maslahah). The focus of this research is to evaluate the 

implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Social 

Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning PKH 
in Sukaraya Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu 

Regency, and to analyze its conformity with the principles of fiqh siyasah 
tanfidziyah. This study employs a qualitative field approach through in-

depth interviews with village officials, PKH facilitators, and both 

beneficiary and non-beneficiary communities. The results indicate that 
PKH implementation has not been optimal, as evidenced by the 

occurrence of inclusion and exclusion errors, where 3 economically 
capable families still receive assistance, while 5 poor families are not 

registered despite meeting the criteria. These issues are caused by delays 

in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the limited 
authority of village officials in data verification and validation. 

Normatively, the implementation of PKH has not fully reflected the 

principles of justice, trust, and public welfare in Islamic governance.. 

 

Keywords: Family Hope Program1, Islamic jurisprudence (fiqh siyasah 
tanfidziyah2), Social Policy Implementation3 
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MOTTO 

 

                       

                         

     

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

(QS. An-nisa [4] : 58 ) 
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ABSTRAK 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu 

kebijakan bantuan sosial pemerintah masih menghadapi berbagai 

permasalahan, khususnya terkait dugaan implementasi pasal 2 Peraturan 

Menteri Republik Indonesia tentang program keluarga harapan di 

Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur , Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat di tingkat 

kelurahan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji PKH 

secara deskriptif-administratif, sehingga belum banyak yang menelaahnya 

dari perspektif normatif berbasis fiqh siyasah tanfidziyah dalam menilai 

kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis 

empiris untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip 

keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah 

menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di 

Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah. Secara 

teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial 

RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran 

penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta 

program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa 

bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat 

waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkanMetode Penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui 

wawancara mendalam kepada Aparat kelurahan, Pendamping PKH, serta 

masyarakat penerima dan bukan penerima manfaat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga 

harapan belum berjalan sepenuhnya,  ditandai dengan adanya inclusion 
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error dan exclusion error, di mana terdapat keluarga mampu yang masih 

menerima bantuan, sementara keluarga miskin belum terdaftar meskipun 

memenuhi kriteria. Permasalahan ini disebabkan oleh lambatnya 

pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta 

keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan 

validasi data. Secara normatif, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam 

penyelenggaraan  siyasah tanfidziyah. 

 

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan1, Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah2, Implementasi Kebijakan Sosial3.  

 

 

ABSTRACT 

The implementation of the Family Hope Program (PKH) as a government 

social assistance policy still faces various challenges, particularly in 
terms of targeting accuracy and equitable distribution of benefits at the 

village level. Previous studies have predominantly examined PKH from a 

descriptive-administrative perspective, with limited attention to normative 
analysis based on fiqh siyasah tanfidziyah in assessing its alignment with 

the principles of Islamic governance. Therefore, this study integrates 
empirical and normative approaches to evaluate policy implementation 

based on the principles of justice (adl), trust (amanah), and public 

welfare (maslahah). The focus of this research is to evaluate the 
implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Social 

Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning PKH 

in Sukaraya Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu 
Regency, and to analyze its conformity with the principles of fiqh siyasah 

tanfidziyah. This study employs a qualitative field approach through in-
depth interviews with village officials, PKH facilitators, and both 

beneficiary and non-beneficiary communities. The results indicate that 

PKH implementation has not been optimal, as evidenced by the 
occurrence of inclusion and exclusion errors, where 3 economically 

capable families still receive assistance, while 5 poor families are not 

registered despite meeting the criteria. These issues are caused by delays 

in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the limited 

authority of village officials in data verification and validation. 
Normatively, the implementation of PKH has not fully reflected the 

principles of justice, trust, and public welfare in Islamic governance.. 

 

Keywords: Family Hope Program1, Islamic jurisprudence (fiqh 

siyasah tanfidziyah2), Social Policy Implementation3 
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Pendahuluan  

Negara Indonesia sejak awal berdirinya telah menempatkan 

kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan. Komitmen ini secara tegas tersurat dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tujuan 

berdirinya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip tersebut kemudian 

dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak 

warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 31 

tentang hak atas pendidikan, serta Pasal 34 yang menegaskan bahwa 

fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab 

negara. Keseluruhan ketentuan ini mengandung amanat yang jelas 

bahwa pemerintah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

sosial yang nyata-nyata berpihak kepada kelompok masyarakat paling 

membutuhkan, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal 

administratif semata (Erianda et al., 2024). 

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban negara untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki landasan teologis yang 

kokoh dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Al-

Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar setiap amanah 

disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilaksanakan 

secara adil, sedangkan Surah Al-Hasyr ayat 7 mengajarkan prinsip 

distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di 

kalangan orang-orang yang sudah berkecukupan. Kedua ayat ini 

menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang 

berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan 

masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya 

publik harus tunduk pada prinsip amanah dan keadilan yang bersifat 

mengikat secara moral maupun institusional (Ananda et al., 2025). 

Dengan demikian, negara tidak semata-mata berfungsi sebagai 

penyelenggara pemerintahan, melainkan juga sebagai penjamin 

kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan 

kebutuhan dasar seluruh warga, terutama mereka yang berada dalam 

kondisi sosial dan ekonomi paling rentan ( Tamba et al., 2025). 
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Salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan 

pemerintah Indonesia untuk mengemban tanggung jawab 

konstitusional tersebut adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. 

Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-

keluarga miskin dan rentan dengan tujuan mendorong peningkatan 

akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

sosial secara berkelanjutan (Anggraeni dan Nugroho, 2022). Secara 

teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri 

Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai 

sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban 

para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk 

memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, 

tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar 

membutuhkan. Adapun kriteria penerima PKH meliputi: ibu 

hamil/nifas, anak usia dini (0–6 tahun), anak usia sekolah (SD–SMA), 

penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia di atas 70 tahun, dengan 

syarat utama terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan (Ariansya t al., 2022). 

Meskipun memiliki tujuan yang mulia dan landasan hukum 

yang memadai, pelaksanaan PKH di lapangan kerap dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang menghambat efektivitasnya. 

Permasalahan yang paling menonjol dan berulang ditemukan di 

berbagai daerah adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, 

yang terwujud dalam dua bentuk: inclusion error, yakni keluarga yang 

tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, dan exclusion error, 

yakni keluarga yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar. Upaya 

peningkatan kesejahteraan kelompok miskin sering tersandung 

masalah mendasar terkait pendataan, di mana ketidaksinkronan data 

memunculkan inclusion error dan exclusion error yang mengakibatkan 

bantuan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi rasa keadilan warga. 

Asian Kondisi demikian tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem 

verifikasi dan pemutakhiran data, tetapi juga berimplikasi langsung 

pada berkurangnya manfaat program bagi mereka yang paling 

membutuhkan (Azzizah dan Safendy, 2022). Penelitian di Kabupaten 

Karawang juga menunjukkan bahwa sinkronisasi data antar-instansi 
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masih menghadapi tantangan ketepatan waktu, sehingga penguatan 

integrasi sistem data digital dan penambahan tenaga lapangan sangat 

diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi PKH. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan PKH 

dari berbagai sudut pandang. Pertama, (Riani and Suryani, 2022) 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Tanta Hulu, 

Kabupaten Tabalong tergolong cukup efektif dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala 

di lapangan. Pubmedia Kedua, (Hidayati et al., 2025) mengkaji 

efektivitas PKH dalam peningkatan pendidikan bagi Keluarga 

Penerima Manfaat di Nagari Tigo Balai, Kabupaten Agam, dan 

menemukan bahwa program tersebut berkontribusi positif terhadap 

akses pendidikan meskipun masih terdapat hambatan dalam 

optimalisasi hasilny. Ketiga, (Nasripani, 2025) dalam evaluasi PKH di 

Desa Hambuku Lima menemukan bahwa data penerima yang tidak 

mutakhir, minimnya pemberdayaan berkelanjutan, serta lemahnya 

monitoring dana menjadi kendala signifikan meskipun program secara 

umum dinilai cukup efektif. Keempat, (Aprelia et al., 2023) 

menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keagamaan bagi 

lansia di Sumatera Selatan melalui perspektif  siyāsah tanfidziyah dan 

menemukan bahwa kerangka ini sangat relevan sebagai pisau analisis 

evaluasi kebijakan pemerintah yang menyentuh dimensi keadilan dan 

amanah. Kelima, (Diana, Nurhayati and Santoso, 2025) dalam kajian 

siyasah tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan pengurangan 

sampah di Lampung Barat menegaskan bahwa prinsip-prinsip siyasah 

tanfidziyah dapat digunakan secara efektif untuk mengukur sejauh 

mana pelaksanaan kebijakan publik selaras dengan nilai-nilai 

pemerintahan Islam. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dua kesenjangan 

(gap) yang signifikan. Dari sisi substansi, kajian implementasi PKH 

yang ada selama ini lebih banyak menggunakan teori implementasi 

kebijakan konvensional seperti Edward III atau Jones, dan belum ada 

yang secara khusus memadukan analisis implementasi PKH dengan 

kerangka fiqh siyasah tanfidziyah di wilayah Sumatera Selatan. Dari 

sisi lokus, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, 
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Kabupaten Ogan Komering Ulu belum pernah menjadi objek kajian 

akademis terkait implementasi PKH, padahal berdasarkan hasil 

observasi awal peneliti ditemukan indikasi kuat terjadinya inclusion 

error dan exclusion error secara bersamaan. Kondisi tersebut 

ditemukan melalui wawancara awal dengan H.S. selaku Ketua RT 002 

RW 004 yang menyebutkan adanya keluarga berinisial A.R. yang 

memiliki penghasilan tetap dan kendaraan roda empat namun masih 

menerima PKH, sementara Ibu S.W., seorang janda cerai mati dengan 

tiga anak usia sekolah yang hanya mengandalkan penghasilan 

berjualan makanan keliling, justru tidak terdaftar sebagai penerima. 

Kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan data penerima 

manfaat yang tercatat secara administratif inilah yang menjadi 

landasan empiris dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini. (Ketua 

RT, 2026). 

Berdasarkan kerangka tersebut, fokus penelitian ini adalah 

menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kelurahan Sukaraya, 

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

sekaligus mengevaluasinya melalui perspektif  siyasah tanfidziyah, 

guna melihat sejauh mana pelaksanaan program ini selaras dengan 

prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum 

Islam. Penelitian ini memiliki distingsi tersendiri dibandingkan kajian-

kajian sebelumnya, yakni penggunaan kerangka fiqh siyasah 

tanfidziyah sebagai pisau analisis utama dalam evaluasi implementasi 

PKH, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis 

maupun praktis dalam pengembangan tata kelola program 

perlindungan sosial yang lebih berkeadilan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis 

implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam perspektif siyasah tanfidziyah di Kelurahan Sukaraya, 

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
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Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian 

antara ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan PKH dengan 

realitas penerapannya di masyarakat. Data penelitian terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi 

aparat Kelurahan Sukaraya, pendamping PKH, masyarakat penerima 

manfaat, serta masyarakat yang belum menerima bantuan meskipun 

memenuhi kriteria. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal 

ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Keluarga 

Harapan serta konsep fiqh siyasah tanfidziyah. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai 

pelaksanaan PKH, faktor penghambat implementasi, serta 

kesesuaiannya dengan prinsip siyasah tanfidziyah yang meliputi 

keadilan, amanah, dan kemaslahatan. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja 

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya berjalan 

optimal, khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. 

Sementara itu, aspek mekanisme penyaluran dan peran pendamping 

program telah berjalan relatif baik. 

Gambaran Umum Kelurahan Sukaraya 

Kelurahan Sukaraya memiliki luas wilayah 3,50 km² atau setara 

dengan 3,18% dari total luas Kecamatan Baturaja Timur. Secara 

geografis terletak pada posisi 4,1197° Lintang Selatan dan 104,1817° 

Bujur Timur dengan ketinggian 47 meter di atas permukaan laut. 

Batas wilayahnya adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan 

Baturaja Lama, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Paoh, 

sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemalaraja, dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Tanjung Baru. Jarak Kelurahan Sukaraya ke 
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ibu kota Kecamatan Baturaja Timur adalah 1 km, sedangkan ke ibu 

kota Kabupaten OKU adalah 6 km (BPS, 2024).  

Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, Kelurahan 

Sukaraya dihuni oleh 8.713 jiwa, terdiri dari 4.326 jiwa laki-laki dan 

4.387 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.489 jiwa 

per km. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan 

pendapatan tidak tetap, sehingga masih terdapat kelompok yang 

tergolong miskin dan rentan miskin. Kondisi ini menjadikan 

Kelurahan Sukaraya sebagai salah satu wilayah sasaran program 

perlindungan sosial pemerintah, termasuk PKH dan Bantuan Pangan 

Non-Tunai (BPNT). 

Distribusi Penerima PKH di Kabupaten OKU 

Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Tahap Pertama 

Periode Januari–Maret 2026 di Kelurahan Sukaraya dilaksanakan 

melalui Kantor Pos Baturaja dengan mekanisme tunai menggunakan 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Kategorisasi penerima mengacu pada 

Pasal 2 Permensos tersebut, meliputi komponen kesehatan (ibu hamil 

dan anak usia dini), komponen pendidikan (anak SD, SMP, SMA), 

serta komponen kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang 

disabilitas berat). Besaran bantuan BPNT ditetapkan Rp600.000 per 

tiga bulan per keluarga, sedangkan besaran PKH disesuaikan dengan 

kategori komponen penerima. 

Analisis Implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya 

a.  Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat 

Ketepatan sasaran merupakan unsur paling fundamental dalam 

keberhasilan PKH. Sebelum mengevaluasi pelaksanaannya di 

lapangan, perlu dipahami terlebih dahulu kriteria yang menjadi dasar 

penetapan penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Permensos 

Nomor 1 Tahun 2018 dan Pedoman Umum PKH Tahun 2021. Secara 

umum, calon KPM harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan miskin, dan 

memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang masuk dalam 

komponen kepesertaan program. Rincian kriteria komponen tersebut 

disajikan pada Tabel 1 berikut. 



 

 

9 

 

 

Tabel 1. Kriteria Komponen Penerima PKH Berdasarkan Permensos 

No. 1 Tahun 2018 

No. Komponen Kriteria 

1.  Ibu Hamil Maksimal 2 kali kehamilan yang 

didaftarkan 

2.  Anak Usia Dini (0–6 

tahun) 

Maksimal 2 anak 

3.  Anak SD/sederajat Usia 6–21 tahun, belum 

menyelesaikan pendidikan dasar 

4.  Anak SMP/sederajat Usia 6–21 tahun, belum 

menyelesaikan pendidikan 

menengah pertama 

5.  Anak SMA/sederajat Usia 6–21 tahun, belum 

menyelesaikan pendidikan 

menengah atas 

6.  Lansia Usia 70 tahun ke atas 

7.  Penyandang Disabilitas 

Berat 

Mengalami keterbatasan yang tidak 

mampu melakukan aktivitas sehari-

hari secara mandiri 

Sumber: Kementerian Sosial RI (2018; 2021) 

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi PKH di Kelurahan 

Sukaraya dari aspek ketepatan sasaran belum berjalan optimal. 

Penelitian ini mengidentifikasi terjadinya dua jenis kesalahan sasaran 

secara bersamaan: inclusion error dan exclusion error. Secara 

keseluruhan, terdapat 3 keluarga yang secara ekonomi sudah tidak lagi 

memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin namun masih terdaftar 

sebagai penerima aktif PKH (inclusion error), sementara 5 keluarga 

lain yang kondisinya secara nyata memenuhi kriteria justru tidak 

tercatat dalam daftar penerima manfaat (exclusion error). Sebaran 

temuan ini dapat dirinci berdasarkan wilayah RT sebagaimana 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2 Distribusi Temuan Inclusion Error dan Exclusion Error 

PKH per RT di Kelurahan Sukaraya 

No RT Inclusion Error Exclusion Error 

1 RT 002 RW 001 1 keluarga 1 keluarga 

2 RT 002 RW 004 1 keluarga 2 keluarga 

3 RT 005 RW 002 1 keluarga 2 keluarga 

Total 3 RT (dari 21 

RT) 

3 keluarga 5 keluarga 

Sumber: Hasil wawancara lapangan peneliti (2026) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 21 RT yang ada di Kelurahan 

Sukaraya, ditemukan ketidaktepatan sasaran PKH yang terkonsentrasi 

pada 3 RT. RT 002 RW 004 mencatat temuan terbanyak dengan 1 

kasus inclusion error dan 2 kasus exclusion error, diikuti RT 005 RW 

002 dengan komposisi yang sama, serta RT 002 RW 001 dengan 

masing-masing 1 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa 

permasalahan ketidaktepatan sasaran bukan bersifat merata di seluruh 

wilayah, melainkan terkonsentrasi pada RT-RT tertentu yang diduga 

memiliki dinamika sosial-ekonomi lebih tinggi atau mengalami 

perubahan kondisi warga yang lebih cepat dibandingkan pembaruan 

data DTKS. 

Permasalahan ini juga dikonfirmasi oleh D.P. selaku Petugas 

Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial Kabupaten OKU, yang 

menyatakan bahwa pihak Dinas Sosial telah menerima laporan 

ketidaksesuaian data dari Kelurahan Sukaraya melalui mekanisme 

musyawarah kelurahan dan pengajuan tertulis. Menurutnya, proses 

pembaruan DTKS memerlukan waktu yang tidak singkat karena harus 

melalui serangkaian verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, 

kecamatan, hingga kabupaten sebelum diteruskan ke Pusat Data dan 

Informasi Kementerian Sosial. Ia juga menambahkan bahwa 

keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Dinas Sosial menjadi 

salah satu faktor yang memperlambat proses tersebut, sehingga 

pembaruan data sering kali tidak dapat mengikuti laju perubahan 

kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. (Wawancara dengan staff 

Dinas Sosial Kabupaten OKU, 22 April 2026). 
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Y.S. selaku Lurah Sukaraya mengakui adanya ketidaksesuaian 

tersebut, dengan menyatakan bahwa terdapat warga yang dinilai layak 

secara ekonomi namun belum masuk dalam daftar penerima, 

sementara sejumlah penerima yang kondisi kehidupannya sudah 

membaik masih tercatat sebagai peserta aktif program. Pernyataan ini 

diperkuat oleh R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang 

menjelaskan bahwa laporan ketidakadilan distribusi bantuan sudah 

lama masuk ke kelurahan, dan akar persoalannya terletak pada sistem 

pembaruan data yang lambat karena masih mengacu pada hasil 

pendataan lama yang tidak lagi mencerminkan kondisi terkini warga ( 

.F., Ketua RT 002 RW 00, 2026), 

F.A. selaku Kepala Seksi Pembangunan menambahkan bahwa 

pihak kelurahan sebenarnya telah berulang kali mengajukan usulan 

pembaruan data kepada Dinas Sosial, namun kewenangan penetapan 

penerima sepenuhnya berada di tingkat pusat melalui DTKS, sehingga 

kelurahan hanya dapat mengusulkan dan melaporkan tanpa memiliki 

wewenang langsung untuk melakukan perubahan. H.S. selaku 

Pendamping PKH menjelaskan bahwa proses koreksi data harus 

melewati beberapa tahapan verifikasi berjenjang, sehingga terjadi jeda 

yang tidak terelakkan antara kondisi aktual warga di lapangan dengan 

data yang tersimpan dalam sistem Kementerian Sosial. Wawancara 

dengan Kepala Seksi Pembangunan, 22 april 2026). 

Konsep kemaslahatan juga menjadi landasan penting dalam 

menilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan.Suatu kebijakan 

publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat serta mengurangi berbagai bentuk kemudaratan 

yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya (Jayusman et al., 2022). 

Program pemerintah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

keadilan, ketepatan sasaran, dan perlindungan terhadap kelompok 

rentan agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara 

maksimal. Dalam konteks PKH, ketepatan penentuan penerima 

manfaat menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan 

terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama program 

bantuan sosial ( Shafira et al., 2024). 
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Selain itu, implementasi suatu regulasi memerlukan mekanisme 

pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan 

tidak menyimpang dari amanat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

kebijakan pemerintah harus senantiasa berpedoman pada prinsip 

maslahah mursalah sehingga setiap keputusan yang diambil benar-

benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Jayusman et al., 

2022. Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

program tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip siyasah 

tanfidziyah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Temuan ini semakin diperkuat oleh kesaksian A.Z. selaku 

Ketua RT 002 RW 004, yang menyebutkan secara konkret adanya 

keluarga dengan penghasilan tetap dan kepemilikan aset yang 

memadai namun masih menerima PKH, sementara warga lain yang 

kondisinya benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Kondisi 

ini secara empiris membuktikan bahwa inclusion error dan exclusion 

error terjadi bersamaan di Kelurahan Sukaraya, yang pada akhirnya 

merugikan kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas 

utama program (A.F., Ketua RT 002 RW 004). 

Berdasarkan perspektif maslahah, ketepatan sasaran dalam 

penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

keadilan distributif yang menjadi tujuan utama kebijakan publik. 

Program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus 

mampu memastikan manfaat diterima oleh pihak yang benar-benar 

berhak. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan 

kelompok sasaran yang ditetapkan, maka nilai kemaslahatan yang 

menjadi tujuan kebijakan akan berkurang. Kondisi yang ditemukan di 

Kelurahan Sukaraya menunjukkan bahwa masih adanya inclusion 

error dan exclusion error menyebabkan distribusi manfaat PKH belum 

sepenuhnya mencapai kelompok masyarakat yang paling 

membutuhkan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa tujuan 

program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin belum 

terlaksana secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Jayusman et al., 
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2022). 

Keberhasilan suatu program bantuan tidak hanya diukur dari 

tersalurkannya dana kepada masyarakat, tetapi juga dari ketepatan 

penerima dan manfaat yang dihasilkan. Penyaluran bantuan kepada 

pihak yang tidak memenuhi kriteria berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan sosial dan mengurangi hak kelompok yang lebih 

membutuhkan. Dalam konteks PKH di Kelurahan Sukaraya, 

keberadaan keluarga yang sudah tidak tergolong miskin namun masih 

menerima bantuan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip 

kemaslahatan. Sebaliknya, keluarga miskin yang belum masuk dalam 

daftar penerima menggambarkan belum terpenuhinya tujuan 

perlindungan sosial yang menjadi dasar pelaksanaan program 

(Jayusman ., 2022) 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pembaruan data, 

pengawasan, dan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika sosial 

masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang 

berlangsung secara cepat menuntut adanya sistem pendataan yang 

responsif dan berkelanjutan agar kebijakan tetap relevan dengan 

kebutuhan lapangan. Temuan penelitian di Kelurahan Sukaraya 

menunjukkan bahwa lambatnya proses pembaruan DTKS 

menyebabkan data penerima manfaat tidak sepenuhnya mencerminkan 

kondisi aktual masyarakat. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, 

keadaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan kebijakan 

belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kesenjangan 

antara tujuan normatif program dengan realitas implementasinya. Oleh 

sebab itu, peningkatan kualitas verifikasi, validasi, dan pemutakhiran 

data secara berkala menjadi langkah penting untuk mewujudkan 

prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan  (Azizah and Syafhendry, 2025). 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Azizah and 

Syafhendry, 2025) yang menyimpulkan bahwa ketidaksinkronan data 

antara kondisi lapangan dan sistem DTKS merupakan faktor utama 
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yang memunculkan ketidaktepatan sasaran PKH di berbagai daerah
1
. 

Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga 

Harapan (PKH), disebabkan oleh kelemahan dalam proses identifikasi 

penerima, kurangnya validasi data, serta belum optimalnya koordinasi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan data 

kesejahteraan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Simbolon and 

Aulia, 2025) yang juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara 

kondisi riil masyarakat dan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) menjadi faktor utama terjadinya kesalahan inklusi dan 

eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya 

menurunkan efektivitas kebijakan (Simbolon dan Aulia., 2025) 

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan 

Berbeda dengan aspek ketepatan sasaran, mekanisme 

penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Sukaraya berjalan dengan 

relatif baik dan sesuai ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018. 

Bantuan disalurkan secara tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) via Kantor Pos Baturaja dengan jadwal rutin setiap tiga bulan 

sekali. H.S. selaku Pendamping PKH menegaskan bahwa seluruh 

KPM terdaftar selalu diinformasikan jadwal pengambilan secara aktif 

dan didampingi agar tidak ada yang terlewat (Anggraenie t al., 2022). 

S.A. selaku penerima manfaat menyatakan bahwa proses 

pengambilan tidak menyulitkan dan informasi selalu disampaikan 

pendamping tepat waktu. Penerima dari kategori lanjut usia, M., juga 

menyatakan bahwa pelayanan di kantor pos berlangsung dengan 

nyaman meskipun harus dibantu anggota keluarga untuk hadir . 

Mekanisme tunai ini terbukti efektif dalam mencegah kebocoran dan 

penyimpangan dana bantuan, serta mendorong kebiasaan pengelolaan 

keuangan yang lebih terencana di kalangan penerima manfaat. Aspek 

ini menjadi komponen implementasi yang paling berhasil dan dapat 

dijadikan praktik baik yang perlu dipertahankan Jayusman., 2022). 

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, keberhasilan mekanisme 

penyaluran bantuan tidak hanya diukur dari tersampaikannya bantuan 

kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan aparatur 
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pelaksana dalam menjalankan amanah kebijakan secara tertib, 

transparan, dan akuntabel. Implementasi suatu regulasi memerlukan 

sistem pelaksanaan yang jelas agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan 

secara efektif. Temuan di Kelurahan Sukaraya menunjukkan bahwa 

prosedur penyaluran bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

dan Kantor Pos telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang 

ditetapkan pemerintah. Keberhasilan mekanisme penyaluran tersebut 

juga sejalan dengan konsep maslahah suatu kebijakan publik harus 

mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat bagi 

masyarakat sebagai penerima layanan. Pelaksanaan program yang 

sederhana dan mudah diakses dapat mengurangi potensi hambatan 

birokrasi yang sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas 

kebijakan sosial. Selain itu, Jayusman, Efrinaldi, Putra, Bunyamin, 

dan Faizi (2022) menegaskan bahwa prinsip maslahah mursalah 

menuntut pemerintah untuk memilih mekanisme yang paling 

memberikan manfaat dan meminimalkan kemudaratan bagi 

masyarakat.  

c. Peran Pendamping PKH 

Pendamping PKH memegang peran strategis sebagai ujung 

tombak pelaksanaan program di lapangan. Y.S. selaku Lurah 

Sukaraya menilai bahwa pendamping cukup aktif turun ke lapangan, 

berkoordinasi dengan RT/RW, dan memberikan laporan 

perkembangan secara berkala. Pendamping juga aktif mengedukasi 

para penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban mereka, 

termasuk memastikan kehadiran anak di sekolah dan kunjungan 

kesehatan anggota keluarga sesuai jadwal, yang merupakan syarat 

komitmen peserta PKH (Naspirani., 2022). 

Meski demikian, H.S. mengakui adanya kendala struktural 

berupa beban wilayah yang terlalu luas, di mana satu orang 

pendamping harus mengelola beberapa kelurahan sekaligus sehingga 

intensitas kunjungan di setiap wilayah tidak bisa optimal. Kondisi ini 

berpotensi mengurangi kualitas pendampingan, terutama dalam 

pemantauan perubahan kondisi ekonomi penerima secara 

berkelanjutan. Temuan ini sejalan penelitian (Ningrum et al., 2025) 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas Program 
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Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan 

jumlah pendamping di lapangan, di mana rasio pendamping terhadap 

jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak proporsional 

menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program 

Peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program juga dapat 

dianalisis melalui perspektif maqāṣid syarī‟ah. Setiap kebijakan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung 

oleh pelaksana yang mampu memastikan tercapainya kemanfaatan 

bagi kelompok yang dilindungi. Pendamping PKH tidak hanya 

berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan penerima 

manfaat, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, melakukan 

pemantauan, serta memastikan kepatuhan peserta terhadap komitmen 

program. Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan pengawasan yang 

berkesinambungan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara 

optimal. Sementara itu, Jayusman (2022), Nilai keadilan dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan harus diwujudkan melalui peran 

aktif pelaksana di lapangan. Kondisi pendamping PKH yang harus 

menangani wilayah kerja cukup luas menunjukkan bahwa aspek 

sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang perlu 

diperhatikan agar kualitas pendampingan dan pengawasan terhadap 

penerima manfaat dapat berjalan lebih optimal. 

d. Pengawasan Pelaksanaan Program 

Pengawasan PKH di tingkat kelurahan masih bersifat reaktif 

dan terbatas secara struktural. R. selaku Kepala Seksi Pemerintahan 

menjelaskan bahwa Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

tingkat kelurahan pada dasarnya masih bersifat reaktif dan terbatas 

secara struktural, karena pemerintah kelurahan tidak memiliki 

kewenangan langsung dalam menentukan maupun mengubah daftar 

penerima manfaat yang sepenuhnya ditetapkan melalui sistem terpusat 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga peran kelurahan 

lebih banyak terbatas pada menerima aduan masyarakat, melakukan 

verifikasi awal, serta mengajukan usulan pembaruan data kepada 

instansi yang berwenang. Temuan ini sejalan dengan penelitian 

(Krisni, Febriyanti and Zulkipli, 2024) yang menyatakan bahwa 

pengawasan PKH di tingkat lokal umumnya masih berfokus pada 
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pemantauan dan pelaporan, sementara kendala struktural seperti 

keterbatasan kewenangan dan akses data menjadi hambatan utama 

dalam melakukan tindakan korektif secara langsung (Krisni, 2024). 

A.F. selaku Ketua RT 002 RW 004 mengungkapkan bahwa 

meskipun paling dekat dan paling memahami kondisi nyata warganya, 

ia tidak memiliki akses apapun terhadap sistem data penerima PKH 

dan hanya bisa melaporkan temuan ke kelurahan tanpa kepastian 

tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini mencerminkan kelemahan 

desentralisasi dalam tata kelola data sosial yang seharusnya 

memberikan akses kepada aparat tingkat bawah sebagai frontline 

verifier paling efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang proaktif 

dan berbasis data real-time, ketidaktepatan sasaran akan terus 

terproduksi secara sistemi Krisni et al., 2024). 

Perspektif maqāṣid al-syarī‟ah menempatkan pengawasan 

sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan suatu 

kebijakan benar-benar tercapai dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh 

perencanaan dan pelaksanaannya, tetapi juga oleh adanya sistem 

pengawasan yang mampu menjamin tercapainya tujuan kemaslahatan 

secara berkelanjutan (Jayusman et al., 2022). Sementara itu, 

Jayusman, Bahwa setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah harus 

senantiasa dievaluasi berdasarkan prinsip maslahah mursalah, yaitu 

sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang 

lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Dalam konteks 

implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya, keterbatasan kewenangan 

pemerintah kelurahan dan rendahnya akses aparat tingkat bawah 

terhadap data penerima manfaat menunjukkan bahwa fungsi 

pengawasan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut 

berpotensi menghambat terwujudnya tujuan kemaslahatan karena 

proses koreksi terhadap ketidaktepatan sasaran tidak dapat dilakukan 

secara cepat dan efektif. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan 

yang melibatkan pemerintah kelurahan, RT/RW, pendamping PKH, 

dan masyarakat menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan program 

lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip siyasah 

tanfidziyah. 
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Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi PKH 

siyasah tanfidziyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang 

membahas secara khusus pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh 

penguasa dan aparatur negara, dengan penekanan bahwa setiap 

kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif wajib dijalankan 

secara efektif, adil, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya 

kemaslahatan seluruh rakyat (Diana et al., 2025). Hal ini, guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijlaninnya . Menurut 

Abu al-Wafa Ibn” Aqil, siyasah Adalah suatui tindakan  yang dapat 

mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari 

kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak mentepkannya dan Allah juga 

tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. 

a. Prinsip Keadilan  

Keadilan merupakan fondasi utama dalam siyasah tanfidziyah. 

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 secara tegas memerintahkan agar 

setiap keputusan dijalankan secara adil dan setiap amanah diserahkan 

kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks distribusi bantuan 

sosial, prinsip ini menuntut agar program benar-benar menjangkau 

keluarga yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi dalam bentuk 

apapun (Muntasir et al., 2024). 

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip keadilan ini belum 

terwujud secara penuh di Kelurahan Sukaraya. Terjadinya inclusion 

error pada 3 keluarga mampu dan exclusion error pada keluarga 

miskin secara bersamaan merupakan bukti konkret bahwa distribusi 

manfaat program belum berjalan secara proporsional. Al-Mawardi 

dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa pemimpin 

wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi dengan 

memprioritaskan kelompok yang paling lemah dan paling 

memerlukan. Ketidakadilan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan 

aparat kelurahan, melainkan kegagalan sistemik yang membutuhkan 

reformasi tata kelola data sosial secara menyeluruh (Sius et al., 2024). 
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b. Prinsip Amanah 

Amanah dalam siyasah tanfidziyah menghendaki agar setiap 

aparatur pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, 

dan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan penelitian, Y.S., F.A., 

dan H.S. secara umum telah menunjukkan itikad baik dalam 

mengemban amanah tersebut, yang terlihat dari koordinasi aktif 

dengan Dinas Sosial, pengajuan usulan pembaruan data secara 

berulang, serta pelaksanaan verifikasi komitmen peserta secara rutin. 

Namun, sentralisasi kewenangan penetapan data penerima 

melalui DTKS menjadi hambatan struktural yang membuat amanah 

yang diemban aparat kelurahan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. 

Mereka mengetahui adanya ketidaksesuaian, melaporkannya, tetapi 

tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya. Kondisi ini 

mengindikasikan perlunya desentralisasi kewenangan verifikasi dan 

pembaruan data kepada aparat kelurahan, agar prinsip amanah tidak 

hanya menjadi nilai normatif tetapi benar-benar terwujud dalam 

praktik pemerintahan (Rasyid dan Herawaty, 2025). 

c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) 

Kemaslahatan merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan 

dalam perspektif fiqh siyasah. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa distribusi 

kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya 

saja. Adapun bunyi ayat tersebut adalah 

َْ دُولَةْ يكَُونَْ لَْ كَيْ َغينِيَاءِْ بيَي  مِنيكُيْ الْي

“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu (QS.Al- 

Hasyr: 7) 

Ayat ini mengandung prinsip dasar keadilan distributif dalam 

Islam, yaitu memastikan bahwa sumber daya dan bantuan sosial 

tersalurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, 

khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks 

Program Keluarga Harapan (PKH), kemaslahatan yang dikehendaki 

adalah maslahah „ammah, yakni kemaslahatan umum yang 

menjangkau seluruh keluarga yang secara objektif berhak menerima 
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bantuan (Ananda et al., 2025) 

Secara parsial, implementasi PKH di Kelurahan Sukaraya telah 

memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terdaftar. S.A. mengakui 

bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Demikian pula M. menyatakan 

bahwa bantuan tersebut menjadi tumpuan utama dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari sebagai lansia yang tidak lagi produktif 

.Namun demikian, selama masih terdapat lima keluarga yang 

memenuhi kriteria tetapi belum terjangkau program, maka maslahah 

„ammah yang menjadi tujuan utama belum sepenuhnya terwujud. 

Kemaslahatan yang hanya dinikmati oleh sebagian dari kelompok 

yang berhak tidak memenuhi standar maqasid al-syariah yang 

menekankan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil, 

merata, dan menyeluruh ( Dhoifullah, A. dan Kamarni, N.). 

d. Tanggung Jawab Pemerintah sebagai Ulil Amri 

Dalam siyasah tanfidziyah, pemerintah berkedudukan sebagai 

ulil amri yang diberi amanah oleh Allah SWT dan rakyat untuk 

mengurus kepentingan serta kesejahteraan seluruh warga. Tanggung 

jawab ini bersifat moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam 

hadis Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (Ganda and Rifa‟i, 

2024) . 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan 

kepedulian dengan memantau langsung proses penyerahan bantuan 

kepada KPM serta menyatakan komitmen untuk melakukan validasi 

data secara berkala. Namun, tanggung jawab ulil amri menuntut lebih 

dari sekadar kehadiran simbolis. Temuan adanya 5 keluarga miskin di 

Kelurahan Sukaraya yang tidak terjangkau program meskipun 

memenuhi kriteria menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum 

sepenuhnya ditunaikan. Percepatan perbaikan sistem pendataan dan 

pembaruan data penerima PKH merupakan kewajiban moral yang 

mengikat bagi pemerintah sebagai ulil amri agar kepemimpinannya 

dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat maupun di hadapan 

Allah SWT 
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Secara keseluruhan, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

PKH memiliki semangat yang selaras dengan nilai-nilai siyasah 

tanfidziyah. Tujuan program untuk meningkatkan taraf hidup keluarga 

miskin dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi sejalan dengan 

maqasid al-syariah, khususnya menjaga keberlangsungan jiwa (hifzh 

al-nafs), mendorong hak atas pendidikan (hifzh al-'aql), dan 

melindungi generasi penerus (hifzh al-nasl). Namun, kesenjangan 

antara rumusan kebijakan yang baik secara tertulis dengan 

pelaksanaan yang belum optimal di lapangan menunjukkan bahwa 

aspek tanfidziyah masih memerlukan penguatan serius dari seluruh 

pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di 

tingkat kelurahan (Aprelia et al., 2023). 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sukaraya, 

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu belum 

sepenuhnya dalam mencerminkan prinsip kieadilan , amanah, dan 

kemaslahatan dalam penyelenggaran siyasah tanfidziyah khususnya 

pada aspek ketepatan sasaran penerima manfaat. karena masih 

terdapat ketidaktepatan sasaran yang merugikan kelompok paling 

rentan belum tercapai selama masih ada keluarga berhak yang tidak 

terjangkau program Persoalan utama yang teridentifikasi adalah 

terjadinya inclusion error keluarga mampu yang tidak lagi memenuhi 

kriteria namun masih menerima bantuan, dan exclusion error pada 

keluarga miskin  yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar, yang 

disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam 

verifikasi dan validasi data. Di sisi lain, mekanisme penyaluran 

bantuan tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah berjalan 

dengan baik dan transparan, dan peran pendamping PKH cukup aktif 

meskipun terkendala beban wilayah yang luas.  
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Lampiran 10.   Pertanyaan/ Kusioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

 

INFORMAN I 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) Y.S. 

Jabatan Lurah Sukaraya 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Sukaraya 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kelurahan dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH)? 

Jawaban Informan 

"Pemerintah Kelurahan Sukaraya selalu berupaya menjalin 

koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

terutama ketika terdapat laporan masyarakat mengenai 

ketidaksesuaian data penerima bantuan. Biasanya kami memperoleh 

informasi dari Ketua RT, Ketua RW maupun langsung dari 

masyarakat mengenai adanya warga yang dinilai layak menerima 

bantuan tetapi belum terdaftar ataupun sebaliknya. Informasi tersebut 

kemudian kami bahas melalui musyawarah kelurahan sebelum 

diajukan secara resmi kepada Dinas Sosial." 

"Selain melalui surat usulan, kami juga melakukan koordinasi secara 

langsung ketika ada kegiatan verifikasi maupun rapat koordinasi yang 

diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Dalam forum tersebut kami 

menyampaikan kondisi riil masyarakat berdasarkan hasil pemantauan 

di lapangan. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada 
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pemerintah pusat melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS), sehingga pemerintah kelurahan hanya memiliki kewenangan 

untuk mengusulkan tanpa dapat menetapkan perubahan data secara 

langsung." 

"Menurut saya, koordinasi sebenarnya sudah berjalan cukup baik. 

Akan tetapi, karena proses birokrasi yang cukup panjang, usulan 

yang kami sampaikan sering kali membutuhkan waktu lama untuk 

direalisasikan. Akibatnya, kondisi masyarakat di lapangan berubah 

lebih cepat dibandingkan pembaruan data yang ada dalam sistem." 

Pertanyaan 2 

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukaraya? 

Jawaban Informan 

"Sebagian besar masyarakat yang menjadi penerima manfaat merasa 

terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan. Mereka 

memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak, biaya kesehatan, serta kebutuhan pokok rumah 

tangga. Banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa bantuan 

tersebut cukup membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, 

terutama bagi keluarga yang memiliki anak sekolah ataupun lanjut 

usia." 

"Namun demikian, kami juga menerima berbagai keluhan dari 

masyarakat yang belum memperoleh bantuan meskipun kondisi 

ekonominya tergolong kurang mampu. Keluhan tersebut umumnya 

berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. 

Beberapa warga mempertanyakan mengapa ada keluarga yang 

secara ekonomi sudah mapan tetapi masih menerima bantuan, 

sedangkan keluarga yang lebih membutuhkan justru belum masuk 

sebagai penerima. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan persepsi 

ketidakadilan di tengah masyarakat." 

"Sebagai pemerintah kelurahan, kami berusaha memberikan 

penjelasan bahwa penetapan penerima tidak dilakukan oleh 

kelurahan, melainkan berdasarkan data yang berasal dari pemerintah 

pusat. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan 

apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi warga sehingga dapat 
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kami usulkan dalam proses pembaruan data." 

Pertanyaan 3 

Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar implementasi 

Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih optimal di masa 

mendatang? 

Jawaban Informan 

"Menurut saya, hal yang paling penting adalah melakukan 

pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara 

berkala dan lebih cepat. Data merupakan dasar utama dalam 

penentuan penerima bantuan. Apabila data yang digunakan sudah 

tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka kebijakan yang 

dilaksanakan juga akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan." 

"Selain itu, pemerintah kelurahan perlu diberikan kewenangan yang 

lebih besar dalam proses verifikasi dan validasi data. Aparat 

kelurahan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang 

lebih akurat mengenai siapa yang benar-benar layak menerima 

bantuan. Dengan adanya pelibatan pemerintah kelurahan secara 

lebih aktif, saya yakin ketidaktepatan sasaran dapat dikurangi." 

"Di samping itu, saya juga berharap jumlah pendamping PKH dapat 

ditambah sehingga proses pendampingan, pemantauan, dan 

pembinaan kepada keluarga penerima manfaat dapat dilakukan 

secara lebih optimal. Jika ketiga aspek tersebut dapat diperbaiki, saya 

percaya tujuan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai." 
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INFORMAN II 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) R. 

Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukaraya 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Sukaraya 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana Bapak menilai implementasi Program Keluarga 

Harapan di Kelurahan Sukaraya? 

Jawaban Informan 

"Menurut saya, secara umum pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan sudah berjalan cukup baik apabila dilihat dari mekanisme 

penyaluran bantuan. Jadwal penyaluran dilakukan secara rutin dan 

masyarakat penerima manfaat memperoleh informasi yang cukup 

jelas mengenai waktu serta tempat pencairan bantuan. Pendamping 

PKH juga aktif memberikan informasi sehingga proses penyaluran 

relatif berjalan tertib." 

"Namun apabila dilihat dari aspek ketepatan sasaran, masih terdapat 

beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan laporan 

masyarakat maupun hasil pemantauan pemerintah kelurahan, masih 

ditemukan adanya keluarga yang kondisi ekonominya sudah 

meningkat tetapi masih menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula 

keluarga yang benar-benar membutuhkan namun belum tercatat 

sebagai penerima manfaat." 

"Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018." 
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Pertanyaan 2 

Apakah pemerintah kelurahan sering menerima pengaduan dari 

masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan? 

Jawaban Informan 

"Ya, kami cukup sering menerima pengaduan dari masyarakat. 

Pengaduan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaktepatan 

sasaran penerima bantuan. Ada masyarakat yang mempertanyakan 

mengapa tetangganya yang sudah memiliki usaha atau pekerjaan 

tetap masih menerima bantuan PKH, sedangkan mereka sendiri yang 

secara ekonomi lebih sulit justru belum memperoleh bantuan." 

"Setiap pengaduan yang masuk kami catat dan kami lakukan 

pengecekan bersama Ketua RT maupun perangkat lingkungan. 

Setelah memperoleh informasi yang cukup, kami menyampaikan 

usulan pembaruan data kepada Dinas Sosial agar dapat diproses 

sesuai ketentuan yang berlaku." 

"Meskipun demikian, masyarakat sering berharap agar perubahan 

dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah kelurahan. 

Padahal, kewenangan tersebut bukan berada di tingkat kelurahan 

sehingga kami hanya dapat memberikan penjelasan mengenai 

mekanisme yang berlaku." 

 

Pertanyaan 3 

Apa kendala terbesar yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam 

pelaksanaan PKH? 

Jawaban Informan 

"Kendala terbesar adalah keterbatasan kewenangan pemerintah 

kelurahan dalam melakukan perubahan data penerima manfaat. Kami 

mengetahui kondisi masyarakat secara langsung karena setiap hari 

berinteraksi dengan warga. Namun ketika menemukan adanya 

perubahan kondisi ekonomi masyarakat, kami tidak dapat langsung 

memperbarui data karena seluruh proses harus melalui sistem 

DTKS." 

"Selain itu, proses verifikasi yang cukup panjang menyebabkan usulan 

pembaruan data membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, ketika 

data telah diperbarui, kondisi masyarakat sering kali sudah berubah 
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kembali. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga 

agar bantuan tetap tepat sasaran." 

"Menurut saya, apabila pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dapat mempercepat proses pemutakhiran data dan memberikan ruang 

yang lebih besar kepada pemerintah kelurahan dalam proses 
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INFORMAN III 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) F.A. 

Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Sukaraya 

Tempat Wawancara Kantor Kelurahan Sukaraya 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam proses pendataan 

dan pengusulan calon penerima Program Keluarga Harapan 

(PKH)? 

Jawaban Informan 

"Pemerintah kelurahan memiliki peran yang cukup penting dalam 

proses awal pendataan masyarakat. Kami menerima berbagai 

informasi dari Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, maupun 

warga mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami 

perubahan. Informasi tersebut kemudian kami verifikasi secara 

administratif maupun melalui pengamatan langsung di lapangan 

untuk memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar sesuai 

dengan kondisi masyarakat." 

"Apabila ditemukan keluarga yang layak memperoleh bantuan atau 

sebaliknya terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, 

pemerintah kelurahan menyusun usulan perubahan data yang 

kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. Namun perlu dipahami bahwa kewenangan kami 

hanya sebatas mengusulkan. Penetapan maupun penghapusan nama 

penerima sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui 

sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)." 

"Karena itu, walaupun kami mengetahui adanya perubahan kondisi 

ekonomi masyarakat, kami tidak dapat melakukan perubahan secara 

langsung. Hal tersebut sering menjadi kendala dalam mewujudkan 

ketepatan sasaran penerima bantuan." 
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Pertanyaan 2 

Apakah pemerintah kelurahan pernah mengajukan perubahan 

data penerima PKH kepada Dinas Sosial? 

Jawaban Informan 

"Ya, kami sudah beberapa kali mengajukan usulan pembaruan data 

kepada Dinas Sosial. Usulan tersebut berasal dari hasil musyawarah 

kelurahan dan laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi 

bersama perangkat kelurahan. Kami berusaha memastikan bahwa 

keluarga yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018." 

"Dalam beberapa kesempatan, kami mengusulkan agar keluarga yang 

kondisi ekonominya telah meningkat dapat dikeluarkan dari daftar 

penerima bantuan sehingga kuota tersebut dapat dialihkan kepada 

keluarga lain yang lebih membutuhkan. Namun proses tersebut 

memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan 

verifikasi berjenjang hingga ke Kementerian Sosial." 

"Selama proses tersebut berlangsung, data penerima yang lama masih 

tetap digunakan sehingga masyarakat sering menganggap pemerintah 

kelurahan tidak melakukan apa-apa, padahal kami telah berupaya 

menyampaikan usulan sesuai prosedur yang berlaku." 

 

Pertanyaan 3 

Bagaimana pendapat Bapak mengenai ketepatan sasaran 

penerima PKH di Kelurahan Sukaraya? 

Jawaban Informan 

"Menurut pengamatan kami, ketepatan sasaran masih menjadi 

persoalan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di 

Kelurahan Sukaraya. Secara umum memang sebagian besar penerima 

sudah sesuai dengan kriteria, tetapi masih terdapat beberapa kasus 

yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil 

masyarakat dengan data penerima bantuan." 

"Kami menemukan adanya keluarga yang saat ini telah memiliki 

penghasilan tetap, usaha yang berkembang, bahkan aset yang cukup 

memadai, tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH. Sebaliknya, 

terdapat pula keluarga yang kehidupannya jauh lebih 
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memprihatinkan namun belum memperoleh bantuan karena belum 

masuk dalam DTKS." 

"Kondisi tersebut tentunya kurang mencerminkan tujuan utama 

Program Keluarga Harapan yang seharusnya memprioritaskan 

keluarga miskin dan rentan. Oleh karena itu, pembaruan data secara 

berkala menjadi kebutuhan yang sangat penting." 

 

Pertanyaan 4 

Menurut Bapak, apa upaya yang perlu dilakukan agar Program 

Keluarga Harapan lebih tepat sasaran? 

Jawaban Informan 

"Saya berpendapat bahwa sistem pendataan harus lebih dinamis dan 

responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini 

perubahan ekonomi warga dapat terjadi dalam waktu yang relatif 

singkat, sedangkan pembaruan data sering kali membutuhkan waktu 

berbulan-bulan bahkan lebih lama. Akibatnya, data yang digunakan 

dalam penyaluran bantuan sering kali sudah tidak sesuai dengan 

kondisi aktual." 

"Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pendamping PKH, 

dan Ketua RT agar setiap perubahan kondisi masyarakat dapat 

segera diketahui dan diproses. Menurut saya, pelibatan aparat 

kelurahan secara lebih aktif akan meningkatkan akurasi data karena 

aparat kelurahan merupakan pihak yang paling memahami kondisi 

masyarakat di wilayahnya." 

"Apabila sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, saya yakin 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan akan menjadi lebih efektif, 

lebih adil, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat 

yang membutuhkan." 
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INFORMAN IV 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) D.P. 

Jabatan 
Petugas Verifikasi dan Validasi Data Dinas Sosial 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tempat 

Wawancara 

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering 

Ulu 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penerima 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial? 

Jawaban Informan 

"Pada dasarnya proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara 

berjenjang. Data usulan dari pemerintah kelurahan terlebih dahulu 

diperiksa kelengkapannya, kemudian diverifikasi berdasarkan kondisi 

lapangan sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Setelah seluruh 

proses administrasi selesai, data tersebut dikirimkan kepada Pusat 

Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk dilakukan sinkronisasi 

dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)." 

"Dalam proses tersebut kami harus memastikan bahwa setiap 

keluarga yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan sebagai 

keluarga miskin atau rentan miskin sesuai ketentuan yang berlaku. 

Oleh sebab itu, proses verifikasi tidak hanya dilakukan berdasarkan 

dokumen administrasi, tetapi juga mempertimbangkan hasil 

pemeriksaan lapangan serta laporan dari pemerintah kelurahan." 

"Mekanisme tersebut memang membutuhkan waktu karena setiap 

tahapan harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan 

kesalahan dalam penetapan penerima bantuan." 
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Pertanyaan 2 

Apa penyebab masih ditemukannya inclusion error dan exclusion 

error dalam pelaksanaan PKH? 

Jawaban Informan 

"Berdasarkan pengalaman kami, penyebab utamanya adalah 

perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung lebih cepat 

dibandingkan proses pembaruan data dalam DTKS. Ada masyarakat 

yang sebelumnya tergolong miskin sehingga layak menerima bantuan, 

tetapi beberapa tahun kemudian kondisinya sudah membaik. 

Sebaliknya, ada masyarakat yang baru mengalami penurunan 

ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau musibah sehingga belum 

sempat masuk dalam data penerima." 

"Selain itu, jumlah petugas verifikasi yang terbatas juga menjadi 

salah satu kendala. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup 

luas sehingga proses pemeriksaan lapangan memerlukan waktu yang 

tidak sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pembaruan data belum 

dapat dilakukan secepat yang diharapkan." 

"Walaupun demikian, kami terus berupaya meningkatkan kualitas 

verifikasi agar ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan melalui 

koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kelurahan dan 

pendamping PKH." 

 

Pertanyaan 3 

Bagaimana tanggapan Dinas Sosial terhadap laporan pemerintah 

Kelurahan Sukaraya mengenai ketidaksesuaian data penerima 

PKH? 

Jawaban Informan 

"Kami menerima setiap laporan yang disampaikan oleh pemerintah 

kelurahan sebagai bahan evaluasi terhadap data penerima bantuan. 

Seluruh usulan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang 

berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, 

hingga penginputan dalam sistem yang selanjutnya diteruskan kepada 

Kementerian Sosial." 

"Laporan dari pemerintah kelurahan sangat membantu kami karena 

aparat kelurahan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi 
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masyarakat di wilayahnya. Oleh sebab itu, kami selalu mendorong 

agar pemerintah kelurahan aktif menyampaikan perubahan kondisi 

ekonomi masyarakat sehingga data penerima dapat diperbarui secara 

berkala." 

"Harapan kami, ke depan sistem pemutakhiran data dapat dilakukan 

lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga waktu 

antara perubahan kondisi masyarakat dengan pembaruan DTKS 

dapat dipersingkat. Dengan demikian, bantuan sosial akan lebih tepat 

sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang 

membutuhkan." 
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INFORMAN V 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) H.S. 

Jabatan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

Tempat Wawancara Kelurahan Sukaraya 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kelurahan Sukaraya menurut Bapak/Ibu sebagai pendamping? 

Jawaban Informan 

"Secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan di 

Kelurahan Sukaraya sudah berjalan cukup baik, terutama pada 

proses penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM). Penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

dan kami selalu memberikan informasi kepada seluruh penerima 

sebelum pencairan bantuan dilakukan. Masyarakat juga cukup 

kooperatif dalam mengikuti prosedur yang telah ditentukan." 

"Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama 

berkaitan dengan data penerima. Di lapangan masih ditemukan 

keluarga yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan tetapi 

masih terdaftar, sementara ada keluarga lain yang kondisinya lebih 

membutuhkan namun belum masuk sebagai penerima PKH." 

 

Pertanyaan 2 

Apa tugas utama Bapak/Ibu sebagai Pendamping PKH? 

Jawaban Informan 

"Tugas kami bukan hanya mendampingi proses pencairan bantuan, 

tetapi juga melakukan pertemuan rutin dengan KPM, memberikan 

edukasi mengenai kewajiban peserta PKH, memantau kehadiran anak 

di sekolah, serta memastikan ibu hamil, balita, dan lansia 

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program." 

"Selain itu, kami juga menjadi penghubung antara masyarakat 
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dengan pemerintah apabila terdapat permasalahan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan." 

 

Pertanyaan 3 

Apa kendala yang paling sering dihadapi dalam melakukan 

pendampingan? 

Jawaban Informan 

"Kendala yang paling sering kami hadapi adalah luasnya wilayah 

kerja. Satu orang pendamping harus menangani beberapa kelurahan 

sehingga waktu untuk melakukan kunjungan kepada setiap keluarga 

penerima menjadi terbatas. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi 

masyarakat juga cukup cepat sehingga data yang ada terkadang 

sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya." 

 

Pertanyaan 4 

Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar Program 

Keluarga Harapan berjalan lebih baik? 

Jawaban Informan 

"Menurut saya, pembaruan DTKS perlu dilakukan secara berkala dan 

lebih cepat. Selain itu, jumlah pendamping PKH sebaiknya ditambah 

agar proses pendampingan, pemantauan, dan pembinaan kepada 

masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal." 
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INFORMAN VI 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) A.Z. 

Jabatan Ketua RT 002 RW 004 

Tempat Wawancara RT 002 RW 004 Kelurahan Sukaraya 

Tanggal 22 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Bagaimana kondisi penerima PKH di wilayah RT yang Bapak 

pimpin? 

Jawaban Informan 

"Sebagian besar penerima memang merupakan keluarga yang 

membutuhkan. Akan tetapi, saya juga mengetahui ada beberapa 

warga yang kondisi ekonominya sudah cukup baik namun masih 

menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat warga yang menurut saya 

jauh lebih layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai 

penerima PKH." 

 

Pertanyaan 2 

Apakah Bapak pernah melaporkan kondisi tersebut kepada 

pemerintah kelurahan? 

Jawaban Informan 

"Ya, kami pernah menyampaikan laporan kepada pemerintah 

kelurahan mengenai adanya warga yang sudah tidak layak menerima 

bantuan dan warga yang belum memperoleh bantuan. Laporan 

tersebut biasanya disampaikan melalui musyawarah kelurahan 

maupun secara langsung kepada aparat kelurahan." 

 

Pertanyaan 3 

Apakah Ketua RT memiliki kewenangan untuk mengubah data 

penerima PKH? 

Jawaban Informan 

"Tidak. Kami hanya memberikan informasi mengenai kondisi 
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masyarakat di lingkungan kami. Untuk perubahan data maupun 

penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah melalui sistem DTKS." 

 

Pertanyaan 4 

Apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan ke depan? 

Jawaban Informan 

"Saya berharap data penerima bantuan dapat diperbarui secara 

berkala sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat 

yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih 

melibatkan Ketua RT dalam proses verifikasi karena kami lebih 

mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing." 
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INFORMAN VII 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) S.A. 

Status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 

Tempat Wawancara Rumah Informan 

Tanggal 23 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Sejak kapan Ibu menerima bantuan Program Keluarga 

Harapan? 

Jawaban Informan 

"Saya sudah menerima bantuan PKH selama beberapa tahun. 

Bantuan tersebut sangat membantu keluarga kami, terutama untuk 

kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari." 

 

Pertanyaan 2 

Apakah proses pencairan bantuan berjalan dengan mudah? 

Jawaban Informan 

"Ya, proses pencairannya cukup mudah. Sebelum pencairan biasanya 

pendamping memberikan informasi mengenai jadwal pengambilan 

bantuan sehingga kami tidak mengalami kesulitan ketika datang ke 

Kantor Pos." 

 

Pertanyaan 3 

Bagaimana manfaat bantuan PKH bagi keluarga Ibu? 

Jawaban Informan 

"Bantuan ini sangat membantu karena sebagian besar digunakan 

untuk membeli kebutuhan sekolah anak, seperti buku, seragam, dan 

perlengkapan lainnya. Selain itu, bantuan juga digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehingga beban ekonomi 

keluarga menjadi lebih ringan." 
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Pertanyaan 4 

Apa harapan Ibu terhadap Program Keluarga Harapan? 

Jawaban Informan 

"Saya berharap program ini tetap dilanjutkan karena sangat 

membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, saya juga 

berharap bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial." 
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INFORMAN VIII 

Identitas Informan 

Keterangan Isi 

Nama (Inisial) M. 

Status Keluarga Penerima Manfaat (Lansia) 

Tempat Wawancara Rumah Informan 

Tanggal 23 April 2026 

 

Pertanyaan 1 

Apakah bantuan PKH memberikan manfaat bagi kebutuhan 

sehari-hari Bapak/Ibu? 

Jawaban Informan 

"Ya, bantuan tersebut sangat membantu saya sebagai lansia. 

Sebagian bantuan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari 

dan obat-obatan sehingga sangat meringankan beban ekonomi." 

 

Pertanyaan 2 

Bagaimana pelayanan yang diberikan saat pencairan bantuan? 

Jawaban Informan 

"Pelayanannya cukup baik. Petugas maupun pendamping membantu 

kami apabila mengalami kesulitan. Karena usia saya sudah lanjut, 

biasanya saya didampingi anggota keluarga saat mengambil 

bantuan." 

 

Pertanyaan 3 

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait Program 

PKH? 

Jawaban Informan 

"Saya berharap pemerintah tetap memberikan perhatian kepada 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama lansia yang 

sudah tidak mampu bekerja. Saya juga berharap data penerima terus 

diperbarui agar bantuan dapat diterima oleh orang yang memang 

berhak." 
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